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ABSTRACT

The function of the regional government budgetesded as a guide to
determine steps to achieve the goal of realizipggand prosperous society based
on the 1945 constitution. Then the control funci®needed to see how the steps
have been carried out so as not to deviate fronmpig. which has been budgeted.
Good budget and control functions will be able teate efficiency, in operations
that can carry out control of these costs. Regifinahcial accounting data aims as
a control tool. Control is a directing power, s@atthhe purpose of correcting
deviations that has been determined is to achiavefficient and effective goal.
Accounting data can be used as a tool for makingsims for local governments
appropriately and quickly. For the many types addpets contained in the regional
government of the Covid-19 era, the realizatiorthef Covid-19 cost budget is
intended for people to look down to support theoremy in the midst of the shock
of the Covid-9 outbreak, which is not yet clear wlitewill end. The budget plays
an important role in local government in order teate a just and prosperous
society. This research was conducted at the distrity government in South
Sumatra. The results show that cost planning, costrol, covid-19 era budget
costs affect local government finances to helpetb@nomy of the people affected
by the Corona Virus. The test tool used is SEMdljghen the method used is this
research method is descriptive and verificationhoes

Keyword: Cost Planning, Cost Control, Covid-19 Budget in Local Government
Finances

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp #i6iLdi dalam APBN 2020 untuk
membantu mengatasi persoalan perekonomian setmygpa#t pandemi Covid-19. Fokus anggaran
dari stimulus terbagi menjadi empat, belanja yditlbidang kesehatan, jaring pengaman sosial,
dukungan kepada industri dan program pemulihan komasional. Bansos merupakan bagian
dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapahbantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan pangan dan menjaga daya Beiggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110
triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejunpabgram seperti Program Keluarga Harapan
(PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langgunai (BLT) dan sebagainya.
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Sejak pandemi Covid-19 terjadi, banyak raesiat yang dalam kelompok kelas
menengah menjadi kelompok miskin. Salah satu fap#srting penunjang penganggaran biaya
Covid-19 adalah bantuan social bagi masyarakat yemdampak wabah Covid-19. Baik itu
dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnyghasilan. Tujuanya adalah agar mengurangi
beban hidup masyarakat yang hidup dibawah tekaoaon@ yang tidak bisa banyak beraktivitas
diluar akibat merabahnya penularan Covid-19. Duisiaha serta pekerjaan banyak yang gulung
tikar serta dan perkembangan covid semakin banyaiemgut nyawa penduduk dunia tidak
memandang siapapun. Diharapkan bantuan pemerirgarald dapat membamtu meringankan
beban hidup perekonomian. Masyarakat yang tidakpoasapat memperoleh bantuan hidup yang
berhubungan dengan dunia usaha dengan baik saogsuhg maupun tidak langsung diharapkan
pula dapat meningkatkan taraf kehidupannya yarayaeldengan perkembangan dunia usaha itu
sendiri.

Penganggaran merupakan perencanaan keuntungamhmensuntuk periode yang akan
datang. Di dalam pelaksanaan anggaran ditetapksamtyang akan dicapai, umumnya dinyatakan
dengan jumlah dana yang dianggarkan pemerintataldasmtempat. Sesungguhnya tujuan yang
dicapai akan dibandingkan dengan target yang teliédtapkan di dalam anggaran untuk
menentukan, meneliti, dan menganalisis selisih yditignbulkan serta menentukan tindakan
koreksi yang diperlukan atas kegiatan yang akaandatHertati, 2015: Abdul, & Abdullah,2006:
Arens, & Randal,2014: Hall.et,all, 2005). Laporauéngan dalam pemerintah daerah merupakan
suatu alat untuk pengidentifikasian, mengukur dalaporkan informasi kegiatan pemerintah
daerah didalam mengtasi anjloknya ekonomi masyaraki@at wabah Corona sehingga dapat
menghasilkan suatu bentuk laporan khusus tentaggaaan pemerintah daerah, untuk dijadikan
dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yaergepentingan, baik untuk kepentingan
pemerintah daerah maupun bagi pihak luar pemerifaeghah. Salah satu cara pemerintah daerah
yang berkaitan erat pengatasan wabah Corona yaiwas SKPD dapat pelayanan bantuan
pemerintah dalam pengetasan kemiskinan pangan. adaggpemerintah daerah mempunyai
peranan aktif dalam berbagal sektor daerah, sepegfiaran pemerintah daerah tentang bantuan
sosial. Jenis anggaran pemerintah daerah yang digdeganakan seperti UMKM, petani, nelayan
yang terdampak Corona.

Ditinjau dari peranan laporan keuangan terkandudgl@mnya suatu fungsi yang sangat
mutlak keberadaannya yaitu pertanggung jawabanga p&nyajian secara wajar dari informasi-
informasi kegiatan yang menangani bantuan perek@wommasyarakat dalam suatu laporan
keuangan. Untuk dapat menentukan tingkat kewajifanmasi bantuan perekonomian masyarakat
yang terdapat dalam suatu laporan keuangan peayadorinsip-prinsip yang mengatur secara
khusus. Pertumbuhan bantuan perekonomian masyatstatpenduduk guna mempercepat
pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Tak pelgikigu ketidakpastian lingkungan inilah yang
sedang dihadapi penduduk diseluruh dunia akibaatvé&worona.

Fenomena menyatakan bahwa sangkarut bardeaa covid-19 pada anggaran
pememrintah daerah akibat terjadinya Covid-19 yametanda penduduk diseluruh dunia terjadi
secara mendadak seperti diungkapkan oleh Jokow#0j28elaku Presiden Republik Indonesia
menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan plarsdeompleks yang berpengaruh
terhadap berbagai lini sektor, salah satunya pemk@n. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
triwulan 11-2020 dibanding triwulan 11-2019 mengaiekontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen,
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dan ini berlaku hampir di semua lapangan usahagB&ilisat Statistik, 2020). Pandemi COVID-
19 di Indonesia telah berujung pada krisis sodtahemi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyadsayan tingkat kesejahteraan terendah.
Sehingga, dalam menangani krisis tersebut pembBrim&merapkan Program

Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan tujuak orendongkrak pertumbuhan ekonomi
saat krisis. Terkait program JPS, pemerintah menmbagjadi dua jenis yaitu bantuan sosial reguler
dan non reguler. Pertama, bantuan sosial regulkerlyarupa pemberian Program Keluarga Harapan
(PKH) dan Program Sembako. Dalam menghadapi pand®@\VID-19, pemerintah melalui
Menteri Sosial telah mengambil kebijakan bahwa kipiwgram PKH akan diperluas menjadi 10
juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dapadickan setiap bulan. Hal tersebut dilakukan
dengan tujuan untuk mengantisipasi krisis sosial@@nomi akibat pandemi COVID-19. Selain
PKH, Kementerian Sosial juga menaikkan penerimafasmprogram sembako yang awalnya 15,2
juta KPM kini menjadi 20 juta KPM dengan indeks RB0D.000 per bulan/per KPM (Sekretariat
Kabinet, 2020).

Bantuan sosial non-reguler yang dikhususkan baggawang terdampak pandemi COVID-
19. Kehadiran bantuan non-reguler sebenarnya mieaapaujud implementasi dari Keputusan
Mensos No 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan BantasialSSembako dan Bantuan Sosial Tunai
Dalam Penanganan Dampak COVID-19. Bantuan iniriedldri dua jenis yaitu bantuan sembako
dan bantuan sosial tunai. Bantuan sembako ditujbleayh warga yang tercatat di Data Terpadu
Bantuan sembako untuk masyarakat dengan membeb&atuan senilai 600 ribu per Kartu
Keluarga (KK). Hal tersebut sebagaimana yang diapg&n Mensos bahwa “Dengan target 1,3
juta KK untuk Jakarta dan 600.000 KK untuk Bodekalselama 3 bulan dengan nilai 1 bulan per
keluarga penerima manfaat adalah Rp600.000 dengayajurannya adalah 2 bulan sekali, dua
minggu sekali”. Bantuan sosial sebesar 600 ribsetart dilakukan dengan dua kali penyaluran per
bulan, dimana penyaluran pertama sebesar 300keiudian penyaluran kedua 300 ribu sehingga
total 600 ribu.

Pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dapath#iserpada dinas-dinas terkait yang
dapat menangani bidang-bidang yang melayani mdsytaramum. Dengan demikian semua
anggaran pemerintah daerah tersebut akan mendapdtkgempatan besarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan guna mensejamaraesyarakat. Mengingat anggaran
pemerintah daerah merupakan upaya seluruh bandsadsia sebagai pengamalan Pancasila dan
undang-undang dasar 1945 yang dilaksanakan secasamenerus, maka hasil-hasil dari anggaran
pemerintah daerah tersebut akan dapat dicapailagairuh masyarakat terus berperan aktif dan
terus berupaya agar dapat terpeliharanya stabilgsmnal secara seksama. Salah satu faktor yang
mendukung anggaran pemerintah daerah agar tetaypepasi dengan efisiensi dan memperoleh
manfaat yang maksimal bagi masyarakat adalah keoemmanajemen dalam perencanaan dan
pengendalian biaya, yang dalam hal ini adalah biydguan masyarakat daerah yang terdampak
Corona. (Cohen Paul,2008: Hertati. Zarkasy. Adammal) Suharman,2020: Christiaens, Van
Peteghem, 2003).

LANDASAN TEORI
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Perencanaan Biaya,

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan suatanbasaha bertujuan untuk
mendapatkan laba. Dengan laba yang diperoleh jpltusahaan yang bersangkutan akan mampu
bertahan gurvive) dan berkembangy(ow). Dalam mencapai tujuan tersebut harus ada kameas
antara pimpinan perusahaan dengan para bawahalikgaperusahaan merupakan perusahaan
perorangan/kecil, maka pemilik atau pimpinan pdraaa masih dapat menangani dan mengawasi
secara langsung kegiatan para bawahan. Namundpilaghaan sudah besar dan telah berkembang
maka sulit bagi pimpinan perusahaan untuk mengetdhn mengawasi kegiatan didalam
perusahaannya. (Thomson South Western. Harahap,28@4rik,2000).

Dalam iklim bisnis perdagangan yang serba kompséperti saat ini, laba menjadi sesuatu
yang sangat sulit diperoleh. Iklim kompetitif meagiskan perusahaan harus mampu bersaing, dan
untuk dapat bersaing maka segala sumber daya yailtkidoerusahaan harus dimanfaatkan secara
efektif dan efisien. Salah satu kriteria efisiepang sering dipakai adalah pemborosan, karena
apabila pemborosan dapat ditekan seminimal mungleka dapat dikatakan bahwa perusahaan
tersebut telah bekerja dengan tingkat efisiensgyeeiatif. Efisiensi usaha dapat ditingkatkan
dengan menerapkan sistem pengendalian intern yaikg Bengendalian merupakan salah satu
fungsi yang penting dalam kegiatan manajemen, karealalui kegiatan ini manajemen akan
memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebaghab evaluais untuk menilai sejauh mana
tingkat efisiensi serta efektifitas usaha, disampimenilai sejauh mana kebijaksanaan yang telah
ditetapkan pimpinan diikuti dalam pelaksanaannyaudon & Kene, 2014: Lundqvist, 2001).

Memasuki era globalisasi dewasa ini, setiap peagaharus mampu bersaing dalam segala
segi, baik mutu maupun harga. Untuk inilah makaiggnaan harus mampu memanfaatkan segala
sumber dana dan sumber daya yang dimiliki secai@efdan efektif. Kondisi perekonomian dunia
yang semakin kompetitif menuntut Indonesia untuknimgkatkan daya saing di pasaran
internasional. Sebagai negara yang menganut sigeekonomian terbuka, Indonesia tidak akan
terlepas dari pengaruh eksternal. Perubahanpemilyahg terjadi dalam konstelasi ekonomi global
sedikit banyak akan berpengaruh pada perekonomiamlamd negeri.( Andi
Publisher.Mardiasmo,2002: Nunuy, & Azwari, 2015).

Data dan informasi merupakan suatu alat yang pggtina mencapai tujuan, karena dengan
data dan informasi yang jelas, maka manajemen akgat membuat suatu perencanaan,
mengendalikan usahanya dan mengambil keputusamaseepat dan tepat. Untuk memenuhi
kebutuhan manajemen, maka data dan informasi ydngutikan tersebut hendaklah disajikan
sedemikian rupa sehingga dapat membantu untuk anbagil usaha yang telah lalu dan membantu
memformulasikan rencana dimasa yang akan dataagnpambuat keputusan khusus, mengurangi
ketidakpastian dan mengurangi resiko memilih a#tgfiyang salah. Untuk tujuan inilah maka data
akuntansi yang disajikan sedemikian rupa, sehirggan menjadi informasi tentang keadaan
keuangan dan hasil usaha yang akan sangat bergagiantanajemen perusahaan. Untuk
mendapatkan informasi- informasi yang berguna dglamgambilan keputusan, maka akuntansi
dapat berperan didalamnya. Sebagai alat bantu eraeaj menurut Heckert (2003), akuntansi
berhubungan erat dengan empat fungsi manajemen:yait
1. Perencanaan

Suatu_proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian rasional di dalam penyusunan
rencana. Proses mempunyai sifat-sifat keterkaisa. d
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2. Pengorganisasian
Manajer dapat menempatkan orang-orangnya dalaoktwtr formal yang di dalamnya
terkandung tugas-tugas serta hak dan kewajibarpateggunaan sumberdaya organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi.

3. Pengarahan
Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mengk@n, membimbing, mengatur segala
kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksansikatu kegiatan usaha.

4. Pengukuran
Penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, baasamyadap suatu standar atau satuan ukur.
Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pembenmgkaaterhadap suatu atribut atau
karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorgnal, atau objek tertentu menurut aturan atau
formulasi yang jelas dan disepakati.

Pengendalian Biaya,

Agar tujuan yang telah ditentukan oleh perusahapatderwujud, maka harus direncanakan
terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang akan déakakan dimasa yang akan datang yaitu berupa
anggaran. Disamping itu juga guna kelancaran a&tiversebut maka perlu direncanakan pula hal-
hal yang menunjang aktivitas tersebut, seperti kétan modal kerja, bahan baku dan lain-lain.
Fungsi utama perencanaan menurut “Heckert (2063)aa merupakan suatu proses yang kontinyu
untuk menetapkan kejadian-kejadian dan aktivitagékts yang diperlukan untuk pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkangréag perencanaan menurut Matz dan Milton
(2002), perencanaan yang didasarkan pada analisafalfta-fakta yang dikumpulkan, dengan
membutuhkan pemikiran reflektif, imajinatif, dan ndangan ke masa depan.( Nunuy &
Rahmatika,2014: Ritonga, 2010).

Perencanaan yang tepat dan cermat adalah kunck paeerhasilan perusahaan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencaye@ndilakukan dengan tepat dan cermat saja
tanpa dilanjutkan dengan pengelolaan dan pengamdging baik secara terus menerus, tidak akan
menjamin tercapainnya tujuan yang diharapkan. Untukdiperlukan kerangka fungsional
perusahaan yang terkoordinasi serta penetapan \@egetan tanggungjawab yang tegas pada
masing-masing fungsi manajemen. Fungsi tersebutsharencerminkan adanya pengendalian
intern yang memadai untuk mencegah terjadinya kegan kecurangan dan pemborosan-
pemborosan yang dapat mengakibatkan penyimpangan relacana semula.( Robbins, &
Judge,2014: Solikin, Ikin, 2008: Stamatiadis, 2009)

Pengertian pengendalian menurut “Heckert (2003)g@eaialian dalam pengertian yang
paling luas merupakan kegiatan yang berhubungagattepengukuran efisiensi atau efektivitas
dalam menggerakan bahan dan tenaga kerja sertaesumdiputi penandingan berbagai jenis
norma tandard), apakah berupa norma kualitas, waktu ataupundala kegiatan tersebut secara
implisit meliputi pengambilan tindakan yang perlilamana terjadi kondisi-kondisi yang
menyimpang dari target. Matz dan Milton (2002) nmetakan bahwa pengendalian manajemen
adalah suatu usaha yang sistematis dari manajeenesghaan untuk mencapai tujuan dengan cara
membandingkan pelaksanaan dengan rencana. Periganddhlah pengukuran efisiensi dan
efektivitas dari manajemen perusahaan dengan metmggan antara pelaksanaan dengan rencana
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atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.dirGamh, Si, 2018. Van Beest, Braam,
Boelens,2009: Yamin, Kurniawan,2011).

Anggaran Biaya Covid-19

Sebagaimana lazimnya usaha jasa konstruksi, sebktummak kerja ditanda tangani,
perusahaan terlebih dahulu menyusun anggaran Ipiepygek secara keseluruhan berdasarkan
rencana kerja yang diberikan oleh pemberi kerjaggaman biaya proyek ini merupakan suatu syarat
bagi perusahaan untuk mengajukan penawaran atalertetalam rangka bersaing dengan
perusahaan lain untuk mendapatkan suatu proyelukUtt penyusunan anggaran harus dibuat
berdasarkan teknis dan pertimbangan tertentu, gghianggaran dapat benar-benar berfungsi
sebagai alat pengendalian. Dalam proses penyusimggaran biaya biasanya dikerjakan oleh suatu
panitia anggaran yang sering disebut komite anggdeadiri dari kepala bagian teknik, kepala
bagian, pengendalian operasional, kepala bagiann&drasi atau kepala bagian keuangan dan
kepala proyek serta kepala pelaksana Setelah argdaayaoverhead disusun, maka tahap
selanjutnya adalah pelaksanaan terhadap anggaaga proyek tersebut. Didalam pelaksanaan
anggaran biaya proyek, dalam usaha untuk mencégl@nsi yang tinggi, suatu perusahaan perlu
melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaanga tadpk terjadi penyimpangan-
penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkbelwanya. (Zarkasyi,2008: Solikin & Ikin,
2008).

Namun perusahaan juga mengalami berbagai masalkhtbamasalah intern maupun
masalah ekstern. Masalah ekstern tidak dapat dikamdan dikendalikan oleh perusahaan karena
terjadi di luar tanggung jawab perusahaan. sepertibahan harga, perubahan situasi moneter, dan
lainnya. Sedangkan masalah intern seperti adamgbgesan bahan baku, kurangnya produktivitas
tenaga kerja, merupakan masalah yang tidak dagiatsddan dikendalikan oleh manajemen. Untuk
itu, perusahaan perlu memiliki suatu cara yanghilis dengan pengendalian. Meskipun suatu
perusahaan telah melakukan perencanaan dengant,caamaun apabila dalam pelaksanaannya
tidak mempunyai pengendalian yang baik, maka pbasatidak akan meneapai etisiensi yang
tinggi. Dalam hubungannya dengan pengendalian lpeygek, maka pengendalian yang baik ciri-
ciri pengendalian dikatakan oleh Mulyadi (2000patamelalui :

1. Pengendalian anggaran.
upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaapdaedzmn anggaran dipakai sebagai patokan
untuk menentukan arah. Jadi, dalam pengendaliagaasg yang dikendalikan bukan
anggarannya, melainkan perusahaan. Anggaran hagrygakan alat belaka

2. Biaya standar
proses akuntansi digunakan untuk mengumpulkanbiya yang terjadi di masa lalu dan biaya
standar.

3. Laporan-laporan kegiatan berkala
bentuk penyampaian informasi baik secara lisanponadulisan. Informasi yang disampaikan
melalui laporan bisa bermacam-macam tergantungtklkbo mulai dari berita, keterangan,
pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban.
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Keuangan Pemerintah Daerah

Pada umumnya laporan-laporan manajemen mencernsekarh mana pedoman-pedoman
yang retain digariskan pimpinan telah terwujud. drap adalah penting sebagai suatu media untuk
mendapatkan keterangan administratif serta mendrepknuntun bagi manajemen untuk menilai
sampai dimana kemampuan pegawainya untuk menunailgas yang diberikan kepadanya.
Laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemerelbetsadalah yang menyajikan kegiatan
operasional perusahaan yang berjalan, sehinggaepéatipn manajemen dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Informasi yang disajikamaalkentuk laporan tersebut hanya berguna bagi
manajamen apabila dalam laporan tersebut jugagk#em dengan analisa antara rencana dengan
yang dilaksanakan. (R.G., Harrison,et,all, 2012bddse & Gaebler, 1992: O’Brian, James &
George. 2010)

Laporan pelaksanaan berkala dapat disusun secagguain, bulanan, atau sesuai dengan
kesepakatan manajemen dalam bentuk yang sudahdiskan dari periode oleh perusahaan yang
bersangkutan. Laporan pelaksanaan berkala yangmpigskan kepada manajemen, akan
menentukan keputusan-keputusan yang akan diambiHubsegan dengan terjadinya
penyimpangan-penyimpangan didalam pelaksanaan ergdéeputusan tersebut sebagai tindakan
perbaikan, sehingga pelaksanaanya operasionaltatemterkendali ke arah tercapainya sasaran
yang telah ditetapkan semula. Heckert(2003) mekgatdahwa pertimbangan yang diperlukan
didalam membuat laporan pelaksanaan berkala, sghilagporan tersebut akan dapat sehingga
membantu pimpinan dalam pengambilan keputusantad®azier, 2009: Mardiasmo, 2007: John
Wiley & and Sons,2008).

Laporan pelaksanaan berkala merupakan pelengkaggsifpengendalian. Dengan adanya
laporan ini dapat diketahui sejauh mana rencarah tdljalankan dan dapat segera melakukan
perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari yamgndanakan. Dalam suatu perusahaan jasa
konstruksi, pekerjaan harus dilakukan sesuai deagggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
Didalam pelaksanaanya, anggaran yang dipedomi gdeas masih mengalami berbagai masalah
baik itu masalah intern maupun masalah ekstern.alasekstern tidak dapat diramalkan dan
dikendalikan oleh perusahaan karena terjadi difmlaggung jawab perusahaan, seperti perubahan
harga, perubahan situasi moneter, dan lainnya. n"gkda masalah intern seperti adanya
pemborosan bahan baku, kurangnya produktivitasgteharja, merupakan masalah yang harus
diatasi dan dikendalikan oleh manajemen. Dengamyad&endala-kendala tersebut dapat
menyebabkan adanya penyimpanganpenyimpangan dgyaiam.

Untuk.membantu pemerintah dalam pelaksanaan anggsemerintah daerah maupun
swasta, maka peranan anggaran pemerintah daerght g@anting untuk menunjang kelanjutan
perwujudan masyarakat adil, makmur yang meratagseimana yang diharapkan oleh pemerintah.
Salah satu
perusahaan Seperti halnya anggaran pemerintah hdédersujuan melayani masyarakat guna
kelangsungan hidup umaat manusia yang dilanda w@lbabna. Dengan anggaran pemerintah
daerah yang diperolehnya, masyarakat akan dagahbarhidup. Untuk mencapai tujuan ini maka
pemerintah daerah memerlukan data dan informagjamag yang dapat dijadikan sebagai dasar
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputlsmihak-pihak yang berkepentingan,
dimana informasi anggaran ini akan disajikan olé&amtansi.( Madison, 2010: Hertati, 2015).
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Laporan keuangan merupakan suatu alat yang dagahakan oleh seorang pimpinan
perusahaan untuk memonitor semua kegiatan-kegigtany terjadi pada perusahaan yang
dipimpinnya agar setiap kegiatan tersebut dapandilikannya dengan cara yang paling efektif
dan efisien. Dengan demikian jelaslah bahwa bep@péingnya peranan laporan keuangan bagi
pemerintah daerah. Sebagai suatu fungsi penyeghgan laporan keuangan akan memberikan
informasi keuangan yang kuantitatif kepada pihdlelp yang berkepentingan dengan eksistensi
anggaran pemerintah daerah untuk membantu merelam damembuat keputusan-keputusan
ekonomi yang menyangkut anggaran pemerintah daersébut. Sedangkan sebagai suatu sistem
informasi, laporan keuangan melaksanakan peng@ampdan pengolahan data anggaran
perusahaan, untuk kemudian mengkomunikasikannyadieeberbagai pihak yang berkepentingan
agar dapat dipakai sebagai alat bantu dalam menkipatusan-keputusannya yang menyangkut
perusahaan tersebut. Dengan demikian laporan kanamgkanlah merupakan tujuan, melainkan
merupakan suatu alat berkomunikasi untuk mencapaarn tersebut.( Christiaens, 2001: Boynton
& Johnson, 2006)

Sebagai suatu kegiatan analisis yang bersifat riggik laporan keuangan akan
mengidentifikasikan berbagai transaksi atau parésyiang merupakan kegiatan ekonomi didalam
perusahaan dan melalui tahap-tahap pengukuran,afa¢sc, penggolongan dan peringkasan
sedemikian rupa sehingga hanya informasi yangaeldvaporan Anggaran akan memuat data-data
historis tentang anggaran pemerintah daerah dint@lsayang akan berfungsi sebagai alat
pertanggungjawaban manajemen terhadap anggararripeinedaerah yang telah dikelolanya
kepada dinas-dinas terkait.( Hertati, Syafarudatk&ur. Fery.2020).

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, dataisigtomng disajikan didalam anggaran juga
dapat digunakan sebagai alas perencanglann{ng) yang meliputi semua aktivitas manajemen
dalam menentukan kebijaksanaan- kebijaksanaan gkany ditempuh dimasa yang akan datang
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemaacamerupakan pemilihan berbagai alternatif
alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakanadiaxmendatang dengan mempertimbangkan
tujuan perusahaan serta sumber-sumber ekonomidyariliki dan kendala-kendala yang mungkin
akan dihadapi dimasa mendatang. Perencanaan yangudioleh anggaran pemerintah daerah
sekaligus akan digunakan sebagai dasar untuk angggaitu menilai hasil guna dan daya guna
yang telah dicapai oleh perusahaan. Anggaran ymagntbarkan secara kuantitatif daiam bentuk
anggaran atau ukuran kuantitatif lainnya disebutgpaggaran. Dalam melaksanakan fungsi
tersebut, maka akuntansi mempunyai peranan perdintgya lain berupa penyajian informasi-
informasi yang bersifat tendensi atau proyeksi laba diharapkan dimasa yang akan datang. Oleh
karena itu penganggaran sering disebut juga dersjdah perencanaan kegiatan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Untuk mempertahankan kelargan hidup masyarakat yang diserang
wabah Corona maka harus diperoleh pendapatan rm&aygang tidak menentu dan bahkan tidak
dapat menghasilkan uang guna menopang hidup perekan keluarga. (Hertati, Iriadi, Safkaur,
Fery, Antasari.R Nazarudin, 2020).

PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu keuangan pemerintah daerah tedigpas dari peranan manajemen
dalam mengelola keuangan daerah Era Covid-19, umiuketiap pemerintah daerah terutama
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pemerintah daerah yang cukup besar manajemennyaenmn&an suatu sistem yang dapat
membantu pihak manajemen melaksanakan bentuk &agshu disebut anggaran pememrintah
daerah Era Covid-19. Sistem tersebut digunakan pledk manajemen untuk menjamin bahwa
perusahaan telah melaksanakan strateginya see#td éhn efisien dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan dalam proses perencanaaraergginggaran perusahaan adalah salah satu
bentuk dari berbagai rencana yang dapat disususkipum tidak setiap rencana dapat disebut
sebagai anggaran. Anggaran keuangan pemerintabhdasrupakan rencana tentang kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang mencakup berbagiat&n operasional yang saling berkaitan
dan saling mempengaruhi anggaran satu sama lalamDeuangan pemerintah daerah anggaran
yang formal merupakan alat yang penting bagi mamape walaupun anggaran itu hanya
merupakan salah satu dari sistem perencanaan dgawasan yang lebih jelas.

Anggaran sulit untuk ditentukan definisinya, tetapa diamati mempunyai beberapa ciri
umum, yaitu : (1) Terlebih dahulu ditentukan tujudari pemerintah daerah. (2) Dirumuskan
program ataupun tindakan yang harus dilakukan umijikan tersebut. (3) Program-program
tersebut dirumuskan ke dalam anggaran. Gunawarapulio & Asri Marwan (2002) menyatakan
bahwa anggararbdget) adalah pendekatan yang formal dan sistematis pdae pelaksanaan
tanggung jawab manajemen didalam perencanaan,ikesrddan pengawasan. Supriyono (2001)
menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencam@ t@ng dinyatakan secara formal dalam
ukuran kuantitatif untuk nienunjukkan bagaimana lserrsumber akan diperoleh dan digunakan
selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahathohy dan Dearden (2000), menyatakan
bahwah anggaran adalah rencana manajemen, denggapan bahwa penyusunan anggaran akan
mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasirencana yang telah disusun”.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai leeglegiatan yang akan dilaksanakan
oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu digeasp akan datang. Dibuat dalam anggaran
berupa taksiran yang dinyatakan dalam suatu ukueag atau moneter. Fungsi Anggaran menurut
“Anthony dan Govindarajan (2003) antara lain untodnyesuaikan perencanaan strategic, untuk
membantu koordinasi kegiatan dari beberapa baggansasi, untuk memberikan tanggung jawab
kepada manajer guna mengotorisasi jumlah yang dagatka gunakan dan untuk memberitahukan
mereka yang diharapkan, untuk mencapai kerjasam@ peerupakan dasar untuk mengevaluasi
kerja dari manajer”.

Hansen dan Mowen (2004),menyatakan bahwa tujuagaaaig antara lain : mendesain para
manajer untuk membuat rencana, memberikan infarsiesber daya yang dapat digunakan untuk
meningkatkan pengambilan keputusan, membantu peaggusumber daya para pegawai dalam
menetapkan tolak ukur yang digunakan untuk evaldaserja selanjutnya, meningkatkan
komunikasi dan koordinasi.

Pada dasarnya proses anggaran merupakan proseasasegatara para manajer, dimana
setiap manajer akan berpartisipasi dalam penyusamggaran bagiannya masing-masing, sehingga
masing-masing manajer akan dimintai pertanggundjawaya mengenai realisasi anggarannya.
Manfaat anggaran didalam pengendalian manajemeupaden dasar tolak ukur dalam kegiatan
proyek dan sebagai dasar pengukuran prestasi desingimasing bagian yang dipimpinnya,
sehingga dengan adanya anggaran akan mengurarygnpangan-penyimpangan yang mungkin
terjadi didalam pelaksanaannya. Selain itu denganya anggaran akan membantu para manajer
dalam mengkoordinasikan secara keseluruhan sagarag telah ditargetkan oleh bagiannya
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masing-masing. Dalam rangka melaksanakan fungshpanaan dan pengendalian, salah satu yang
digunakan adalah anggaran. Munandar (2001) mergratakhwa anggaran adalah suatu rencana
yang disusun secara sistematis yang meliputi delkegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam
unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka wékeriode) tertentu yang akan datang.

Adapun fungsi anggaran menurut Gunawan Adisaputrds& Marwan (2002), fungsi
anggaran keuangan pemerintah daerah yang pokakhesitbagai alat pengkoordinasian kerja serta
sebagai alat pengawasan (pengendalian) kerja. Ditfgiklan dengan fungsi manajemen, khususnya
perencanaan dan pengendalian, nampaklah bahwa rangg@&uangan pemerintah daerah
mempunyai hubungan yang erat yaitu berhubunganatepgnyusunan rencana dan memberikan
arah dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaaruselpekerjaan itu dilaksanakan (fungsi
perencanaan). Anggaran dapat juga dilaksanakannudef@jemen sebagai alat pengukur realisasi
atau prestasi pelaksanaan suatu pekerjaan. Dergyaikidn akan diketahui apabila terdapat
perbedaan atau penyimpangan antara anggaran keupegeerintah daerah dengan realisasinya.
Anggaran keuangan pemerintah daerah adalah sumane terinci yang dinyatakan secara formal
dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimmaumbersumber akan diperoleh atau
digunakan dalarn jangka waktu tertentu, yang bigsaalam jangka waktu satu tahun.

Metode pengumpulan biaya yang digunakalalah metode pesanan karena pada
perusahaan yang bergerak atau kontrak yang biayaiya dikumpulkan setiap pesanan atau
kontrak, secara terpisah. Dengan demikian untulaehacam pekerjaan atau kontrak yang
berbeda-berbeda tersebut, dapat dibedakan masisiggnbiaya dari setiap pekerjaan atau kontrak.

Anggaran biaya proyek ini merupakan suatu syargt parusahaan untuk mengajukan
tender proyek. Untuk tujuan pengendalian biaya gkayaka penyusunan anggaran biaya proyek
harus disusun berdasarkan teknis pendekatan terehtngga anggaran dapat berfungsi sebagai
alat pengendalian.Keseluruhan anggaran diatas udig®figgaran induk Master budget) yang
merupakan suatu jaringan kerja yang berisi berbagaiam anggaran yang tak terpisahkan satu
sama lain dan saling berhubungan.

Sesuai dengan fungsinya dimana karyawan bekeggaltenaga kerja dapat digolongkan
ke dalam biaya tenaga kerja pabrik, biaya tenaga kemasaran, biaya tenaga kerja administrasi
umum. Biaya tenaga kerja pabrik digolongkan kerddbéaya tenaga kerja langsung adalah balas
jasa jasa yang dibedakan kepada karyawan pabrix yemfaatnya dapat diidentifikasikan atau
dapat diikuti jejaknya pada produk tertentu yaradilkan perusahaan. Penyusunan anggaran biaya
tenaga kerja langsung pada perusahaan jasa kasistteiitik dengan penyusunan anggaran tenaga
kerja pada perusahaan industri. Penyusunan anggenaga kerja harus disesuaikan dengan
struktur rencana laba tahunan, dan karenanya h@&asnenunjukkan jam kerja dan biaya untuk
setiap bagian dan untuk jangka waktu tertentu samtak setiap jenis produk. Bila penetapan
standar waktu dan tingkat upah bisa dilakukan npekegendalian terhadap penyusunan anggaran
akan berjalan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan proses penyusunan reirgcameka informasi masa lalu,
informasi prospek dimasa yang akan datang akanatdmgymanfaat bagi manajemen, baik
informasi yang bersifat eksternal dan informasidga yang akan mempengaruhi perusahaan yang
dipimpinnya dimasa yang akan datang. Informasieskat juga akan menyangkut masalah
lingkungan eksternal, antara lain untuk mengetamakah dalam pelaksanaan rencana tersebut
dikemudian hari akan menimbulkan hambatan-hambadtan kesempatan-kesempatan pada
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keuangan pemerintah daerah didalam mencari labalglangsungan hidup keuangan pemerintah
daerah. Dalam hubungannya dengan proses penyuseneana ini, pemerintah daerah sudah
berusaha menyusun perencanaan biaya sedemikiasahipgga akan dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Hal ini éit@dfan pemerintah daerah sebagai salah satu
penyalur biaya Era Covid-19 didalam menangani rigdkesehatan, jaring pengaman sosial,
dukungan kepada industri dan program pemulihana@konasional. yang mana berdasarkan aturan
yang lazim maka sebelum suatu kontrak kerja ditaadgani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak
pemberi kerja dan pihak perusahaan, maka keuaregaarmtah daerah terlebih dahulu diharuskan
untuk menyusun anggaran biaya proyek secara kebelurberdasarkan kepala rencana kerja
(bestek) yang diberikan oleh pemberi kerja, yangupekan suatu syarat bagi perusahaan untuk
mengikuti tender.

Perencanaan yang merupakan tahap pertama dalamspeay anggaran tidak berjalan
dengan baik, karena peran serta bagian-bagianlgendalam perusahaan masih dirasakan kurang.
Para kepala-kepala bagian jarang sekali terlibEnidgenyusunan anggaran seperti memberikan
usulan-usulan untuk penyusunan dari pengendaliggaaan. Para kepala bagian yang lain hanya
menerima perkiraan-perkiraan anggaran dari pimpyerg dalam hal ini adalah kepala bagian
teknik, sehingga pengawasan terhadap anggaran diesfakan kurang. Padahal partisipasi para
kepala bagian tersebut sangat diperlukan padgsatitem pengganggaran keuangan pemerintah
daerah, terutama dalam memperkirakan penyusungaearg Tanpa adanya partisipasi para kepala
bagian tersebut maka penyusunan anggaran tidak ail@mdekati kejadian-kejadian yang
memungkinkan adanya hal-hal yang tidak terduggdiigan, dikarenakan penyusunannya hanya
berdasarkan alas perkiraan dan pengalaman saja.

KESIMPULAN

Proses penyusunan anggaran biaya Era Covid-19 adidadendrisbusian di bidang
kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepddatri dan program pemulihan ekonomi
nasional. belum berjalan dengan baik, karena mefahpenyimpangan dana yang dilakukan oleh
kementrian Sosial tanpa melibatkan atau berkoosdotengan bagian-bagian lain dalam dalam hal
pemotongan anggaran, akibatnya setiap bagian y@gandalam bntuan di bidang kesehatan, jaring
pengaman sosial, dukungan kepada industri dan gmogemulihan ekonomi nasional Covid-19
kurang sehingga Mentri Sosial harus bertanggundjawduk mencapai apa yang telah ditetapkan
dalam anggaran biaya di bidang kesehatan, jaringgmean sosial, dukungan kepada industri dan
program pemulihan ekonomi nasional tersebut. Sela&gdzat anggaran biaya di bidang kesehatan,
jaring pengaman sosial, dukungan kepada industrpdagram pemulihan ekonomi nasional. yang
disusun dengan data yang kurang tepat maka angtgsastut kurang dapat dijadikan acuan alat
pengendalian biaya di bidang kesehatan, jaring greag sosial, dukungan kepada industri dan
program pemulihan ekonomi nasional sehingga perag@ndbiava di bidang kesehatan, jaring
pengaman sosial, dukungan kepada industri dan gmogremulihan ekonomi nasional. tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka pengnsanggaran biaya di bidang kesehatan,
jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri ptagram pemulihan ekonomi nasional.
hendaklah berdasarkan kepada data-data teknisajangt, sehingga dalam pelaksanaan di bidang
kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepddatri dan program pemulihan ekonomi
nasional nantinya maka anggaran biaya di bidasgHatan, jaring pengaman sosial, dukungan
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kepada industri dan program pemulihan ekonomi masitersebut dapat dijadikan sebagai dasar
pengendalian.
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